
	 54	

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan kepada uraian yang telah dijelaskan diatas maka dari itu dapat 

diambil sebuah kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Kesimpulan 

a. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku penimbun obat terapi covid-19 

dalam hal ini Direktur dan Komisaris PT ASA dapat diklasifikasikan 

sebagai perbuatan melawan hukum berdasar pada pasal 1365 

KUHPerdata. Tindakan ini dinyatakan sebagai tindakan yang melawan 

hukum dikarenakan memenuhi unsur dalam perbuatan melawan hukum 

yang berupa adanya suatu perbuatan, adanya perbuatan yang melanggar 

hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian dan yang terakhir 

adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Bahwa 

tindakan yang melawan hukum ini pun juga melanggar UU No. 7 Tahun 

2014 tentang perdagangan yang mengatur mengenai larangan penimbunan 

barang yang karena hal tersebut pelaku penimbun juga melanggar pasal 

107 dalam UU No.7 Tahun 2014 dimana dalam hal tersebut pelaku yang 

melanggar dikenakan pidana penjara dan atau pidana denda. 

 b.  Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penimbun merupakan 

perbuatan yang melawan hukum maka pertanggungjawaban dan upaya 

hukum yang dapat dilakukan dapat berupa pengajuan gugatan ganti rugi 

terhadap perbuatan melawan hukum yang dialami oleh masyarakat yang 

dirugikan. Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku penimbunan 

sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan nya yang salah yang 

menimbulkan hubungan kausal dengan akibat dari perbuatan nya, dan 

masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang dialami 

selama tindakan penimbunan tersebut baik kerugian materil maupun 

immateril ke pengadilan negeri dengan mengajukan gugatan ganti 

kerugian secara melawan hukum. Dimana dalam hal ini penggugat harus 
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dapat membuktikan unsur unsur perbuatan melawan hukum sebagai dasar 

gugatan nya terhadap perbuatan penimbunan yang melawan hukum. 

Gugatan ini dapat juga diajukan melalui gugatan class action jika 

ditemukan beberapa korban yang ingin mengajukan gugatan yang sama 

atas penimbunan obat terapi Covid-19. Jika ditemukan nya kerugian 

negara atas penimbunan obat terapi Covid-19 ini maka pemerintah juga 

dapat mengajukan gugatan. 

2. Saran 

a. Dalam menindaklanjuti dan mencegah agar hal penimbunan tidak terjadi 

lagi, maka pengawasan akan peredaran obat perlu diperketat lagi. Sebagai 

upaya preventif BPOM dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat 

melihat situasi negara sedang mengalami pandemi atas Covid-19. 

Dikarenakan produk obat terapi Covid-19 termasuk dalam kondisi darurat 

(Emergency Use Authorization/EUA) maka perlu diperhartikan lagi 

kerjasama antara pedagang besar farmasi, kementerian kesehatan dan 

apotik atas ketersediaan obat yang ada. Dalam hal ini laporan terhadap 

stock obat beserta penjualan nya perlu diperketat dan diperiksa lebih teliti. 

Pengecekan rutin terhadap stock obat perlu diperhatikan lebih agar tidak 

terjadi penimbunan lagi, bahwa dalam hal ini pengecekan mengenai stok 

obat bisa dilakukan secara langsung untuk mengetahui secara pasti 

melainkan dengan penggunaan zoom meeting, mengetahui bahwa jelas 

pada saat itu memang obat terapi Covid-19 memang dibutuhkan. 

b. Masyarakat juga harus lebih aktif memperhatikan permasalahan-

permasalahan yang ada di sekitar untuk mencegah kerugian yang akan 

dialami, bahwa jika masyarakat melihat kejadian yang terjadi di sekitarnya 

untuk segera melaporkan kepada lembaga yang berwenang agar 

permasalahan cepat ditanggapi dan juga untuk menghindari kerugian yang 

akan ada dikemudian hari. 
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